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BUPATU K,T RAIVGAT{YAR
PROl/INxJl .li dt'i$ A TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGANYAR,

bah',r,a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perzrturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20I1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
Unclang-Undang Nomor 5 Tahun '2O14 tenterng Aparatnr
Sipil Negara ( Lembaran Negerra Repr,rblik Inclonesia
Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambaharn l-embcrran Negarzr
Republik Indonesia Nomor 549a);
Undang-Undang Nomor 23 Tahr-rn 20I4 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir de'ngan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan l(edua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Re ltublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 'lambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerir-rtah Nomor 18 'l'ahurn 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2016 Nomor I14, Tambahrrrr Lembaran Negarrcr
Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraluran Daerah liabr-rpaten Karrirngirr-r1,:rr Nomor- lb
tihun 2016 tentang Pembentukan clan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahr:n 2016 Nomor 16).
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Menetapkan
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT

BAB I
KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unstlr

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom;

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Karanganyar;
5. Inspektorat adalah aparat pengawas fungsional yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati;

6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Karanganyar;
7. .Jerbatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
ftrngsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
Inspektorat merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3
Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:
a. Inspektur;
b. Sekretariat;

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum

c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum
dan Aparatur;

d. Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

f. Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan
dan Kesejahteraan Rakyat;

g, Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(1)

(2)



BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektur

Pasal 4
Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam
membina dan mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Inspektur mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan ;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
f. pelaksanaan tugas larin yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 6
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 7
Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan
meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan,
zrset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen,
ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan
administrasi.

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian kegiatan;
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan

program kerja;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip dan dokumentasi;



d. pengkoordinasian tatalaksana Inspektorat;
e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan

perundang-underngirn serta pelaksanaan advokasi
hukum;

l'. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan
dokumentasi;

g. perryelenggaraeln pcrrgelolaan barang milik/kekayaan
Daerah dan pclavilniur pengadaan barang/jasa;

h. pclaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
clcngan lingkr-rp tugirstrvn;dan

i. pclaksanaan tttgas l<c:fljpa52n lain sesuai dengan tugas
fungsinya.

Pasal 9
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf b, terdiri derri:
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

(2) Sub Bagian sebagirimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pzrsal 1O

hepala Sub Bagian Percrtcrilnaan dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a melal<sanakan tugas penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja,
pengelolaan keuangan dan aset .

Pasal 1 1

Kepala Sub Bagian Evaluasidan Pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan
tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan
penyusunan pelaporan, mengolah dan menyimpan serta
mengkoordinasikan tindak lanjut hasil penga\ /asan aparat
pengawas fungsional.

Pasal 12
Iiepala Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melaksanakan
tlrgas penyiapan baharr perumusan dan pelaksanaan
ke bijakan, pemantauern, evaluasi dan pelaporan
pembinaan ketatausahuan, hukum, kerumahtanggaan,
kcrjasama, kearsipan. clokumen, ketatalaksanaan,
kehumasan dan kepegau'rtian,

Birgian I{etiga
Inspektur Pembantu Biclang Pemerintahan, Hukum dan

Aparatur

Pasal 13
(1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum

darr Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur
claleim melaksanakarn pembinaan dan pengawasan
terhadap pemerintahan daerah di bidang pemerintahan
Llmum, pemerintahrrn daerah, pemerintahan desa,
hnl<um dan aparatur.

(2) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum
clan Aparatur beradat di bawah dan bertanggung jawab
l<c'lrardzr I n spt:l<t tt r.



Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu Bidang
pemerintahan, Hukum dan Aparatur mempunyai fungsi:
a. pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintah daerah, bidang
pemerintih..t umum, pemerintahan daerah,
pemerintahan desa, hukum dan aparatur;

b. p.ngu.tu.lisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan
biaing pemerintahan, penyelenggaraan
pemerintahan desa, hukum dan aparatur;

c. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan' pengusutan,
pengujian dan penilaian tugal bidang pemerintahan
umum, pemerintahan daerah, pemerintah desa,
hukum dan aparatur; dan

cl. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
[ungsi.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Pcndapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

Pasal 15
(1) Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas
membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah.

(2) Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai
fungsi:
a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di

Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah.

b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan
di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah;

c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pengawasan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan

d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsi.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan

(1) Inspektur

dan Lingkungan Hidup

Pasal 17
Pembantu Bidang Perekonomian,

Pembangunan dan Lingkungan Hidup; membantu
Inspektur dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah di bidang perekonomian,
pembangunan dan lingkungan hidup;

(2) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup, berada di bawah
dan bertanggung jau,ab kepada Inspektur.



Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17, Inspektur Pembantu Bidang
Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup,
mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian Pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan di bidang perekonomian,
pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;

b, penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan
di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan
lingkungan hidup;

c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pengawasan di bidang perekonomian,
pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup; dan

d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsi.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan

Kesejahteraan Ralryat

Pasal 19
(l) Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan

clern Kesejahteraan lRakyatmembantu Inspektur dalam
me lakukan pembitraan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah bidang
kesehatan, Pendidiketn dan Kesejahteraan Rakyat;

(2) Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan
Kesejahteraan Rakyat, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 19, Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan,
Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di

bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan
kesejahteraan rakyat

b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan
cli bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan
kesejahteraan rakyat

c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pcngawasan di bidang kesehatan,
pendidikan, pariwistrta, sosial dan kesejahteraan
rakyat; dan

d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsi.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional

Pasal 2 1

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

(21 Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan b-eban
kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, diatur sesuai ketentuan
peraturan perundan g- undangan.



BAB IV
TATA KERJA

Pasal 23
Inspektur menyampaikan laporan hasil pengawasan
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh
pemerintah daerah kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 24
(1) Inspektur membuat usulan analisis jabatan, peta

jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada
Bupati.

(2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan
uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25
(1) Inspektur, Inspektur Pembantu, Sekretaris, dan Kepala

Sub Bagian dalam melaksanakan tugas menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

(2) Inspektur, Inspektur Pembantu , Sekretaris, dan Kepala
Syb Bagian dalam melaksanakan tugas menerapkan
prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan.

(3) Inspektur, Inspektur Pembantu, Sekretaris, dan Kepala
Sub Bagian melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

Pasal 26
(1) Inspektur bertanggung jawab memimpin,

mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan
terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Inspektur melaksanakan pengawasan tugas bawahan
dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal2T
Inspektur wajib menyampaikan laporan berkala secara
tepat waktu sesuai ketentuan.

Pasal 28
Di'rlam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektur wajib
rnclal<ukan koordinasi dcngan kepala obyek pemeriksaan.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 29
Inspektorat dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan
dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi
bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan
pelzrksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat
Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2016 Nomor 3Tl, dicabut - dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Karanganyar.

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2O16
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2OL6 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
ARIAT DAERAH

KARANGANYAR
i6fi Hukum,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KA ITANGANYAR
NOMOR 95 TAHUN 20 I6
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KI,:IT.

INSPEKTORAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT

INSPEKTUR

SEI(RETARIAT

Sub Bagian
Perencanaan

Sub Bagian Evaluasi
dan Pelaporan

Sub Bagan
Administrasi dan

Umum

Inspektur Pembantu
Bidang Pemerintahan Hukum dan

Aparatur

Inspektur Pembantu
Bidang Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Inspektur Pembantu
Bidang Kesehatan, Pendidikan dan

Kesejahteraan Ralcyat

Inspektur Pembantu
Bidang Perekonomian, Pembangu nan

dan Lingkungan Hidup

Jabatan Fungsional Jabatan FungsionalJabatan Fungsional Jabatan Fungsional

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO


